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BUPATI RAJA AMPAT,

bahwa Pengusulan pengalihan Status Satuan Pendidikan Menengah Pertama di
Dinas Pendidikan kabupaten Raja Ampat, maka di pandang Perlu Untuk
Peralihan Status satuan Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Raja Ampat,

bahwa lzin Operasi Pendinian dan Penyelenggaraan Proses Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama SMP/MTs di Dinas pendidikan Kabupaten Raja Ampat,
Telah di Laksanakan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
Berlaku, Maka diPandang Perlu Adanya Perubahan status Sekolah persiapan
menjadi sekolah Negeri di kabupaten Raja Ampat,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas
ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4151),

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintahan pengganti Undang-undang nomor
| Tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tazhun 2008 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4842);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja
Ampat, Kabupaten Pgunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten
Tolikara, Kabupu_m Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten

nomor 4245),

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia TIIh‘F.l..l'nla 2003 nomor 78, Tam
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemes at. daerah (lembar
Negara chuh!ik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan mm
Negara Republik Indonesia Nomor 5767



KETIGA

7 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Daerah

republik Indonesian Tahun 2015 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4438),

9 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 201 Tahun 2000, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4021),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembina dan pengawasan
atas penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4090),

1. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 202 Tahun 2000},

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas
pembantu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 203);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman
pengurusan, dan pengawasan keuangan dacrah serta tata cara penyusunan
anggaran pendapatan belanja dacrah, pelaksanaan tata cara keuangan daerah
dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

14. Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,

15. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
!’;mmmn Menteri Pendidikna Nasonal nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar
ist untuk sawan Pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasinal nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi lulusan
untuk satuan pendidikan dasar dan menengah,

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 20017

il ;:mm:tg Tﬁu Pclaks;n::m Dana Alokasi Khusus (DAK);

- Peraturan paten Raja Ampat nomor 6 Tahun 2016 tentang P
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat; it

18. Peraturan Dacrah Kabupaicn Raja Ampat nomor 7 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(Lembaran

3 I?:mh Knb;pat:u Raja Ampat nomor 128).
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